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ABSTRAK : bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk

penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum,

pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan

disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo; bahwa berdasarkan

pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tebo.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54

Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011;

UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; PP No.38

Tahun 2007; PP No.11 Tahun 2017; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021;

Perpres No.82 Tahun 2018; Perpres No.72 Tahun 2025; Permendagri No.12

Tahun 2008; Permenpan RB No.34 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012;

Permendagri No.80 Tahun 2015; Permenpan RB No.41 Tahun 2018; Permendagri

No.77 Tahun 2020; Permenpan RB No.8 Tahun 2021.

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam

Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tebo, antara lain mengenai prinsip-prinsip pemberian TPP,

pengecualian pemberian TPP bagi ASN tertentu, pembentukan Tim Pelaksanaan

TPP, pengurangan TPP berdasarkan tingkat kehadiran dan disiplin kerja, serta

dokumen bukti kehadiran ASN untuk permintaan pembayaran.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
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